
BUPATI LANGKAT

PROヽ嘔NSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

肥 RUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015
π MANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

s4aNAN

DENCTAN RヽHlvIAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

: a- bahwa Peraturan Bupati Langkat Norlor 27 Tahun
2015 tentarg Pengelolaan Keuangafl Desa sudah tidak
sesuai lagi pada $a"at ini ditinjau dari segi Pembinaan
dal Pengawasan, sehingga perlu di revisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Langkat Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 27 'fahu,f 2015 tentang Pengelolaan
Keualgarr Desa;

Undang-Unda'g Nomo. 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara
(Irmbararl Negara Republik Indonesia Tahur 1956
Nomor 58 Tambaha:r lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(l€mba,ran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan kmbaral Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang NoEor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahari Daerah (Lembarai Negara Republik
lndonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teiah diubai beberapa kali teraldrir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undalg-Unda-ng Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintaha-n Daerah (Icmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 5679) ;

Menimbang

Mengingat : 7.
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentarg
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Langkat dari Wilayah Kodya Dati I1 Binjai ke Kota
Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
Peratura.n Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Laflgkat darr
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (I€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahal
Lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimara telah
diubah dengan Peratr.ran Peroerirttah Nomor 47 Tahun
2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Talun 2014 Tentang Peratl]ran Pelaksanaan
Undarg-Undaag Nomor 6 TahvJjr 2Ol4 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembamrr Negara Republik Indonesia Nomor
5717\;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapata-n
dan Belanja Negara (Lembaran Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Ta-hun
2015 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 88, Tambahar I,embara.n Negara Republik
Irdonesia Nomor 5694);
Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Peraturar Bupati Langkat Nomor 27 Tahun 2015
terltarrg Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 30);
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MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peratumn Bupati Nomor 27 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Bedta Daerah Kabupate! Langkat
Tahun 2O15 Nomor 30), diuba-h sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) diubah, ayat (3) ditambalkan 6 (enam) ayat yaitu
ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai
berikut :



Pasal 43

(1) Pemerintah Kabupat€n wajib membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan Pemerirttah Daerah sebagaimana
dirnal<sud pada ayat (1) meliputi:

a. memberikaa pedomai dan bimbingan pengelolaar Keualgan
Desa;

b. memberikan bimbingan dan pelatjhan dan penyelenggaraan
keuangan desa yang mencakup perencaraan dal penlrrsunan
APBDes, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDes;

c. membina dan mengawasi pengelolaal keuangar desa dan
pendayagulaan aset desa; dan

d. memberikal pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi
keuangan desa.

(3) Untuk melaksanakan T\rgas Pembinaal dall Pengawasar di tingkat
Kabupaten Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pembina dan
Pengawas Tingkat Kabupaten.

(4) Tim Pembina dan Pengawasan Tingkat Kabupaten berartggotakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait darl ditetapkan
denga-n Keputusa.o Bupati.

(5) Sekretar:iat Tim Pembina darl Pengawas Tingkat Kabupaten berada
di SKPD yarlg membidangi Pemberdayaan MasyaJakat dan Desa.

(6) UntuL melaksanakan tugas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
di tingkat Kecarnatal, Pemerintah Kecamatal membentuk Tim
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kecamatan.

(7) Tim Pembinaan, Monitoring dan Eva.luasi Tingkat Kecamatan
diketuai oleh Camat dan beranggotakan Sekretaris Kecamatar,
Kepala Seksi dan unsur kecamatan lainnya yang ditunjuk oleh
Camat dan ditetapkan dengal Keputusan Camat.

{B) Tim Pembinaan, Monitoring
mempunyai tugas :

dar1 Evaluasi Tingkat Kecamatan

a. Mela-ksanakan Pendampingan Penlrusunal Perencanaan,
Pelaksanaan Penlrusunan Pertanggung jawaban dan Pelaporan
pelaksanaal Pengelolaan Keuangan Desa,

b. Mengumpulkan data dan meneliti kelengkapan terhadap
dokumen permohonan pencairaj) dana tlansfer beserta berkas
persyarataq kelengkapannya dar dokumen pertanggung jawaban
APB Desa.

c. Melaksanal<al monitoring daIr evaluasi pelaksanaan APB Desa.
d. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan meneruskan laporan

pelaksalaan APB Desa mulai dari tahap perencanaan,
pelaksalaar sampai dengan tahap pemanfaatal dan pelestarian
hasil kegiatair.

e. Melaporkan pelaksanaan APB Desa seluruh Desa di wilayah
kerjanya kepada Bupati melalui Tim Pembina dan Pengawas
Tingkat Kabupaten.



Pasal II

Peratuian Bupati ini berlaku sejak talggal 1 Januaii 2017.

Agar setiap oralg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengal penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten l,angkat.

Ditetapkar di Stabat
pada tanggal 4 Apt17 2Ol7

BUPATI LANGKAT

tH

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal4 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

INDRA SAし HヽUDIN

BERITA DAERヽH UP4TEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR:8

Salinan


